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	Abstract
This article compares the common law maxim actus non facit reum nisi mens sit rea with the Islamic legal maxim al-umūru bi maqāṣidihā in the context of fault and criminal liability. The comparison is timely following the entry into force of Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code) on 2 January 2026, whose Article 36 codifies the principle of no punishment without fault through intention and negligence, while Aceh applies Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. This is qualitative normative legal research using statutory, conceptual, and functional comparative approaches, with data obtained through library research on primary and secondary legal materials. The findings show that the two maxims are not equivalent but converge on the principle that a culpable mental state is a prerequisite for just punishment. They meet on gradations of fault, the recognition of excusing conditions, and caution in proof. They differ in function: mens rea is a technical-procedural doctrine proven by inference from facts, whereas the maxim on intention is an ethical-teleological principle with both worldly and otherworldly dimensions. Equivalence between categories is also imprecise; for example, syibh al-'amd cannot simply be equated with negligence. The maxim on intention may serve as an evaluative benchmark for exceptions to the fault principle, such as strict liability and corporate liability, as a conceptual proposal that still requires testing.
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Abstrak 
Penelitian ini membandingkan maksim common law actus non facit reum nisi mens sit rea dengan kaidah fikih al-umūru bi maqāṣidihā dalam kerangka kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pembahasan ini mendesak setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026, yang dalam Pasal 36 mengodifikasi asas tiada pidana tanpa kesalahan melalui kesengajaan dan kealpaan, sementara Aceh menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif fungsional, dengan data dari studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua kaidah tidak ekuivalen tetapi konvergen pada prinsip bahwa kesalahan batin merupakan syarat keadilan pemidanaan. Keduanya bertemu pada gradasi kesalahan, pengakuan alasan penghapus kesalahan, dan sikap hati-hati dalam pembuktian. Perbedaannya terletak pada fungsi: mens rea adalah doktrin teknis-prosedural yang dibuktikan melalui inferensi atas fakta, sedangkan kaidah niat adalah prinsip etis-teleologis yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Padanan antarkategori juga tidak persis, misalnya syibh al-'amd tidak dapat disamakan dengan kealpaan. Kaidah niat berpotensi menjadi tolok ukur evaluatif atas pengecualian terhadap asas kesalahan, seperti strict liability dan pertanggungjawaban korporasi, sebagai usulan konseptual yang masih perlu diuji. Studi kasus atas perkara Jessica Kumala Wongso, PT Kallista Alam, dan Muhammad Wasim v. The State menunjukkan bahwa model sintesis perlu dipersempit: kaidah niat relevan bagi pemidanaan, tetapi tidak bagi tanggung jawab perdata tanpa kesalahan, dan model memerlukan standar inferensi serta pemeriksaan kelembagaan.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai berlaku setelah masa transisi tiga tahun, sebagaimana ditentukan Pasal 624.[footnoteRef:1] Pada hari yang sama berlaku pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana[footnoteRef:2] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru). Indonesia kini memiliki tiga perangkat hukum pidana yang berlaku serentak. Pembaruan ini adalah hasil proses panjang sejak Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, dan sering disebut sebagai upaya dekolonisasi atas Wetboek van Strafrecht warisan Belanda. [1:  RR Sita Prameswari, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru,” Jurnal Sosial Teknologi 6, no. 2 (2026): 546–53, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.]  [2:  RR Sita Prameswari, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru,” Jurnal Sosial Teknologi 6, no. 2 (2026): 546–53, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.] 

Salah satu perubahan paling mendasar terletak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana. Menurut Topo Santoso, tiga bagian terpenting KUHP Nasional adalah rumusan tindak pidana (Pasal 12), pertanggungjawaban pidana (Pasal 36), dan bab tentang pemidanaan dan tindakan.[footnoteRef:3] Pasal 36 menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan kealpaan hanya dipidana apabila undang-undang menentukannya secara tegas. Asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) yang dahulu hanya implisit dalam KUHP lama kini memperoleh pijakan normatif eksplisit. Dalam bahasa common law, ini berarti prinsip actus non facit reum nisi mens sit rea telah dikodifikasi, meskipun dengan terminologi kesengajaan dan kealpaan dari tradisi kontinental.[footnoteRef:4] [3:  APRISAP MUHAMMAD, “ANALISIS PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL” (other, Universitas Jambi, 2026), https://repository.unja.ac.id/89364/.]  [4:  Mario De Caro, “‘Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea’. The Concept of Guilt in the Age of Cognitive Science,” dalam Neuroscience and Law: Complicated Crossings and New Perspectives, ed. oleh Antonio D’Aloia dan Maria Chiara Errigo (Springer International Publishing, 2020), https://doi.org/10.1007/978-3-030-38840-9_4.] 

Pengujian atas asas ini sudah dimulai Sejak awal 2026, putusan-putusan Mahkamah Agung, termasuk perkara narkotika tingkat kasasi, menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana, dengan implikasi pada pola penjatuhan pidana yang berbeda dari paradigma lama. KUHP Nasional juga mengatur pertanggungjawaban korporasi secara eksplisit.[footnoteRef:5] Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya, sehingga muncul pertanyaan baru tentang bagaimana "kesalahan" dikonstruksikan bagi entitas non-manusia. Aparat penegak hukum kini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang konkret, yakni membuktikan keadaan batin pelaku, menilai batas kealpaan yang dapat dipidana, dan menentukan kapan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (strict liability dan vicarious liability) dibenarkan.[footnoteRef:6] Kajian tentang pertanggungjawaban pidana menjadi mendesak karena rumusan normatif belum otomatis menjadi praktik yang konsisten. [5:  selvi dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Kriminologis Berdasarkan KUHP,” Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026): 3938–55, https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3697.]  [6:  Dr Aditya Wiguna Sanjaya M.H.Li S. H. ,. M. H., Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024).] 

Urgensi ini bertambah di ranah yurisdiksi yang menerapkan hukum pidana Islam. Aceh memberlakukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang bersumber dari fikih jinayat dan beroperasi berdampingan dengan hukum pidana nasional.[footnoteRef:7] Hukum pidana Islam memiliki kerangka yang sangat berkembang mengenai peran niat dan maksud, yang berpuncak pada kaidah al-umūru bi maqāṣidihā (segala urusan bergantung pada tujuannya), salah satu dari lima kaidah fikih besar yang bersandar pada hadis innamā al-a'māl bi an-niyyāt. Dalam fikih jinayat, kaidah ini terwujud dalam gradasi pembunuhan sengaja ('amd), semi sengaja (syibh al-'amd), dan tidak sengaja (khaṭa'), serta dalam konsep unsur moral (al-rukn al-adabī) pada setiap jarimah. Adanya dua sistem normatif yang sama-sama menolak pemidanaan tanpa kesalahan batin, tetapi dengan fondasi epistemologis berbeda, menjadikan perbandingan keduanya relevan secara akademik dan praktis.[footnoteRef:8] [7:  Rekhan Nur, “Exclusive Existence of the Sharia Court in Aceh in the Judicial System in Indonesia: Eksistensi Eksklusif Mahkamah Syariah Di Aceh Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam 2, no. 2 (2024): 116–34, https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.9062.]  [8:  Dr Pendi Hasibuan M.Ag dkk., Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Strategi, Maqashid Syariah, dan Tantangan Pluralisme Tata Hukum Nasional (Fahmi Karya, 2026).] 

Persoalan inti yang melatarbelakangi kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, mens rea dan kaidah maqāṣid sering dibicarakan seolah-olah ekuivalen karena sama-sama menekankan keadaan batin, padahal keduanya bekerja pada tataran yang berbeda. Mens rea adalah doktrin yuridis-teknis tentang unsur subjektif tindak pidana yang dibuktikan di pengadilan melalui inferensi atas fakta. Al-umūru bi maqāṣidihā adalah kaidah umum penilaian amal yang menjangkau ibadah, muamalah, dan jinayat, serta memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi.[footnoteRef:9] Hakim hanya dapat menilai niat melalui indikasi lahir (qarīnah), sementara penilaian batin yang sesungguhnya berada pada Allah. Kedua, kedua sistem sama-sama mengenal pengecualian terhadap prinsip kesalahan, yaitu strict liability dan pertanggungjawaban pengganti dalam common law, serta ruang ta'zir dan siyāsah syar'iyyah dalam fikih. Pengecualian ini menimbulkan ketegangan dengan asas kesalahan yang diakui secara luas sebagai prasyarat keadilan pemidanaan.[footnoteRef:10] Ketiga, kecenderungan perluasan kriminalisasi dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan di berbagai yurisdiksi menimbulkan kekhawatiran tentang terkikisnya prinsip kesalahan.[footnoteRef:11] Keempat, KUHP Nasional membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat dan karena itu menuntut pembacaan yang lebih terbuka terhadap norma di luar tradisi hukum Barat, termasuk norma hukum Islam. [9:  Juni Arnisa Napitupulu dkk., “Kaidah Yang Berkaitan Dengan Al-Umūru Bi Maqāṣidihā,” Fatih: Journal of Contemporary Research 2, no. 1 (2025): 507–19, https://doi.org/10.61253/t5nehx27.]  [10:  Chitto Cumbhadrika M.Kn S. H. ,. S. I. P. ,. M. H. ,. Dr Amsori, S. H. ,. M. H. ,. S. M. ,. M. M. ,. Meysita Arum Nugroho, S. H., PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM: Pendekatan Teoretis dan Praktis (Penerbit Kbm Indonesia, 2026).]  [11:  Dian Karisma dan Maulana Fahmi Idris, “HUKUM PIDANA JILID 1,” Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2 April 2024, 1–542, https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/483.] 

Studi-studi terdahulu telah memberikan landasan yang berharga, tetapi menyisakan beberapa celah. Literatur perbandingan klasik, seperti karya Audah[footnoteRef:12] dan telaah Peters,[footnoteRef:13] lebih banyak membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum positif secara umum, mulai dari jenis jarimah, sanksi, hingga sistem pembuktian. Bagian tentang unsur subjektif biasanya hanya salah satu sub-bab, sehingga pembandingan yang rinci antara struktur mens rea dan kaidah niat sebagai prinsip hermeneutik belum menjadi fokus. Kajian hukum pidana nasional, seperti Moeljatno, Sudarto, dan Hiariej, mengurai kesalahan dalam kerangka KUHP lama dan doktrin Belanda, dan belum seluruhnya menanggapi konstruksi Pasal 36 KUHP Nasional beserta pengaturan strict liability, vicarious liability, dan pertanggungjawaban korporasi. Sementara itu, studi fikih kontemporer cenderung memperlakukan kaidah al-umūru bi maqāṣidihā sebagai prinsip normatif-teologis tanpa menguji kesesuaiannya dengan konsep teknis seperti intention, knowledge, recklessness, dan negligence, yang di Amerika Serikat dirinci dalam Model Penal Code.[footnoteRef:14] Karena KUHP Nasional baru efektif berlaku sejak awal 2026, literatur yang membandingkan konstruksi kesalahan di dalamnya dengan kaidah fikih juga masih sangat terbatas. Celah penelitian ini bersifat konseptual (belum adanya pemetaan rinci tentang titik temu dan titik beda), normatif (belum adanya pembacaan Pasal 36 dalam dialog dengan fikih), dan praktis (belum adanya panduan tentang bagaimana kedua tradisi dapat saling memperkaya).[footnoteRef:15] [12: Audah (1992), Al-tashrī' al-jinā'ī al-Islāmī muqāranan bi al-qānūn al-waḍ'ī.]  [13: Peters, R. (2005). Crime and punishment in Islamic law: Theory and practice from the sixteenth to the twenty-first century. Cambridge University Press.]  [14:  Ayu Putriyana dkk., KUHP Nasional Indonesia: Teori, Asas, Ketentuan, dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana (CV. Gita Lentera, 2026).]  [15:  Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru bi Maqasidiha’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360.] 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif maksim actus non facit reum nisi mens sit rea dan kaidah fikih al-umūru bi maqāṣidihā dalam konteks kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:16] Secara khusus, artikel ini memetakan konsep, landasan, dan unsur kedua kaidah, mengidentifikasi titik temu dan titik bedanya, terutama dalam hal gradasi kesengajaan, alasan penghapus kesalahan, pembuktian, dan pengecualian terhadap asas kesalahan; serta menilai relevansi hasil perbandingan tersebut bagi penafsiran dan penerapan KUHP Nasional, termasuk dalam konteks pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif komparatif melalui analisis konseptual atas sumber hukum primer dan literatur sekunder. [16:  Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru bi Maqasidiha’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” 2019.] 

Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan kerangka pembeda yang jelas antara mens rea sebagai doktrin teknis-prosedural dan al-umūru bi maqāṣidihā sebagai prinsip etis-teleologis. Kerangka ini mencegah penyamaan yang terlalu longgar, sekaligus menunjukkan bahwa kedua tradisi berkonvergensi pada prinsip bahwa pemidanaan harus bertumpu pada kesalahan batin pelaku. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi akademisi, hakim, jaksa, dan penyusun kebijakan dalam menafsirkan Pasal 36 KUHP Nasional, menimbang batas pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dan merumuskan pedoman pembuktian keadaan batin. Bagi praktik di Aceh, hasilnya dapat membantu menjembatani bahasa fikih dan bahasa hukum nasional. Untuk itu, artikel ini disusun sebagai berikut: bagian kedua menguraikan metode penelitian, bagian ketiga memaparkan kerangka konseptual kedua kaidah, bagian keempat membahas titik temu, titik beda, implikasinya bagi hukum pidana Indonesia, dan studi kasus kritis atas model sintesis, dan bagian terakhir memuat simpulan serta rekomendasi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif dengan desain komparatif-konseptual. Penelitian hukum normatif menelaah hukum sebagai sistem norma, yakni asas, kaidah, dan doktrin, tanpa mengukur perilaku sosial secara empiris.[footnoteRef:17] Pilihan ini sesuai dengan tujuan kajian, yaitu memetakan konsep dan membandingkan struktur argumentasi dua tradisi hukum. Pendekatan yang digunakan ada tiga, mengikuti klasifikasi Marzuki. Pendekatan perundang-undangan menelaah konstruksi kesalahan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (khususnya Pasal 36), UU Nomor 1 Tahun 2026, UU Nomor 20 Tahun 2025, dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan konseptual menguraikan konsep mens rea, dolus, culpa, dan niat (qaṣd) beserta kaidah al-umūru bi maqāṣidihā. Pendekatan komparatif membandingkan hukum pidana modern dengan hukum pidana Islam secara fungsional, yaitu dengan melihat bagaimana masing-masing sistem menjawab persoalan yang sama, misalnya bagaimana keadaan batin pelaku memengaruhi pertanggungjawaban.[footnoteRef:18] Karena penelitian ini tidak mengumpulkan data dari manusia, tidak ada partisipan atau responden, sehingga kriteria partisipan, survei, wawancara, dan pengambilan sampel probabilistik tidak berlaku. Unit analisisnya adalah norma, konsep, dan argumentasi hukum dalam sumber tertulis. [17:  Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, ed. oleh Muhammad Tajuddin (Publika Global Media, 2024), http://repository.uki.ac.id/14688/.]  [18: Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). Introduction to comparative law (3rd ed.). Oxford University Press.] 

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar kaidah niat (antara lain QS. al-Aḥzāb: 5 dan hadis innamā al-a'māl bi an-niyyāt riwayat al-Bukhārī dan Muslim), serta kitab kaidah fikih klasik seperti karya Al-Suyūṭī dan Ibn Nujaim. Bahan hukum sekunder meliputi karya doktrinal hukum pidana, literatur fikih jinayat,[footnoteRef:19] dan studi tentang metodologi hukum Islam, termasuk artikel jurnal bereputasi. Sumber dipilih secara purposif (non-probabilistik) dengan kriteria inklusi: relevan dengan kesalahan, niat, atau pertanggungjawaban pidana; berasal dari penerbit atau jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan; dan, untuk peraturan, merupakan teks yang berlaku. Sumber yang hanya berupa opini tanpa dasar argumentasi, tidak dapat ditelusuri asalnya, atau tidak berkaitan dengan unsur subjektif pidana dikeluarkan (kriteria eksklusi). Penelusuran dilakukan melalui basis data peraturan resmi, pangkalan data jurnal, dan perpustakaan. [19: Audah (1992), Al-tashrī' al-jinā'ī al-Islāmī muqāranan bi al-qānūn al-waḍ'ī; Peters (2005), Crime and punishment in Islamic law.] 

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif-analitis dalam lima langkah, dengan mengacu pada model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[footnoteRef:20] Pertama, bahan hukum dikodekan menurut tema, yakni definisi, unsur, gradasi kesalahan, alasan penghapus kesalahan, pembuktian, dan pengecualian. Kedua, konsep di tiap tradisi diuraikan menurut metodenya sendiri, yaitu penafsiran gramatikal dan sistematis untuk hukum positif, serta penelusuran dalil dan kaidah untuk fikih. Ketiga, kedua tradisi dibandingkan dengan tertium comparationis berupa fungsi keadaan batin dalam pemidanaan, untuk mengidentifikasi titik temu dan titik beda. Keempat, hasil perbandingan dikaitkan dengan penerapan KUHP Nasional dan Qanun Jinayat. Kelima, kesimpulan dirumuskan secara argumentatif. Pada penelitian kualitatif, mutu temuan dijaga melalui kriteria kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan keterkonfirmasian.[footnoteRef:21] Penelitian ini mengupayakannya dengan triangulasi sumber (membandingkan teks primer dengan beberapa literatur sekunder yang berbeda sudut pandang), pencatatan jejak penelusuran dan kriteria seleksi sumber agar proses dapat diaudit ulang, serta penggunaan kutipan dari teks asli untuk meminimalkan bias penafsiran.[footnoteRef:22] [20:  Riza Ummaroch dkk., “Harmonisasi Tata Kelola: Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah di Era Otonomi,” J-SES : Journal of Science, Education and Studies 5, no. 1 (2026), https://doi.org/10.30651/jses.v5i1.31278.]  [21: Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.]  [22: Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health Services Research, 34(5, Pt. 2), 1189–1208; Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.] 

Selain analisis konseptual, kajian ini memuat studi kasus untuk menguji model hasil perbandingan. Kasus dipilih secara purposif dengan tiga kriteria menguji salah satu dari empat dimensi analisis putusan atau ulasan atasnya dapat ditelusuri dari sumber publik; dan mewakili variasi, yakni perkara pidana Indonesia, perkara perdata di wilayah Aceh, dan perkara pidana di yurisdiksi yang memadukan qisas dan diyat dengan hukum positif. Studi kasus berfungsi sebagai uji tekan yang bersifat ilustratif, bukan dasar generalisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konvergensi Prinsip, Divergensi Fungsi
Temuan utama kajian ini adalah actus non facit reum nisi mens sit rea dan al-umūru bi maqāṣidihā sama-sama menjadikan keadaan batin sebagai syarat pertanggungjawaban pidana, tetapi bekerja pada tataran yang berbeda. Konvergensi ini sejalan dengan argumen Hart bahwa syarat kesalahan adalah prasyarat keadilan pemidanaan, sebab hanya orang yang mampu dan berkesempatan memilih yang pantas dipertanggungjawabkan. Logika kapasitas dan pilihan itu tampak pada alasan penghapus kesalahan dalam fikih jinayat, seperti gila, belum dewasa, paksaan, dan kekhilafan. Dalam KUHP Nasional, pemisahan antara perumusan tindak pidana (Pasal 12) dan pertanggungjawaban pidana (Pasal 36) menegaskan pembedaan perbuatan dan kesalahan dalam pemikiran dualistis.[footnoteRef:23] Karena itu, hipotesis awal bahwa kedua tradisi memiliki fondasi moral yang sama terkonfirmasi. [23:  Lukman Hakim, “IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP),” KRTHA BHAYANGKARA 13, no. 1 (2019): 1–16, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12.] 

Perbedaan fungsinya terletak pada derajat teknisnya. Mens rea adalah kategori doktrinal yang bergradasi. Model Penal Code memerinci purposely, knowingly, recklessly, dan negligently, dan setiap tingkat memiliki konsekuensi pemidanaan sendiri. Sebaliknya, kaidah al-umūru bi maqāṣidihā adalah prinsip hermeneutik yang menilai sah, batal, dan bernilainya suatu amal, dan hukum pidana hanya salah satu medan penerapannya.[footnoteRef:24] Kedua tradisi sama-sama tidak dapat membaca batin secara langsung. Hukum positif menyimpulkan kesengajaan dari fakta dan keadaan, sedangkan fikih menyimpulkannya dari qarīnah seperti jenis alat yang digunakan. Perbedaannya terletak pada lapisan penilaian. Putusan hakim dalam fikih tidak menghabiskan penilaian moral, karena niat yang sesungguhnya tetap dinilai Tuhan. Dengan demikian, kaidah niat memberi dimensi etis-ukhrawi yang tidak dimiliki doktrin mens rea yang murni duniawi. [24:  Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru bi Maqasidiha’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan,” TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360.] 

Temuan ketiga berkaitan dengan akibat dari perbuatan tanpa kesengajaan. Dalam fikih, pembunuhan tidak sengaja (khaṭa') tetap menimbulkan kewajiban diyat dan kafarat, dan dalam doktrin klasik pembayaran diyat dapat ditanggung bersama oleh 'āqilah, yakni kerabat laki-laki dari pihak ayah ('aṣabah).[footnoteRef:25] Mekanisme ini perlu dibaca dengan hati-hati ia adalah pola sosial-kolektif pembayaran ganti rugi, bukan pembebanan tanggung jawab pidana kepada keluarga pelaku, dan dalam sejumlah konstruksi fikih cakupannya diperluas pada syibh al-'amd. Hukum pidana nasional bersikap berbeda kealpaan hanya dipidana jika undang-undang menentukannya secara tegas (Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional). Artinya, fikih memisahkan tanggung jawab atas kerugian dari tercela atau tidaknya pelaku, sehingga rezim ganti rugi berjalan meski unsur kesalahan pidana lemah. Pola ini menyerupai perdebatan tentang tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) dalam hukum pidana modern, yang oleh sebagian ahli dikhawatirkan melonggarkan asas kesalahan.[footnoteRef:26] [25:  Akhmad Sulaiman dan Nur Ikhlas, “Objektifikasi Qisas Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP,” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 3, no. 1 (2018): 69–84, https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1339.]  [26:  Dr Aditya Wiguna Sanjaya M.H.Li S. H. ,. M. H., Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024).] 

Titik perbandingan yang paling menarik terletak pada syibh al-'amd. Dalam kategori ini perbuatan terhadap korban dilakukan dengan sengaja, tetapi kematian tidak dikehendaki, misalnya memukul dengan benda yang menurut kebiasaan tidak mematikan.[footnoteRef:27] Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional hanya mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu sengaja dan kealpaan. Oleh karena itu, syibh al-'amd tidak dapat disamakan begitu saja dengan kealpaan. Unsur batinnya berkarakter tersendiri kesengajaan terhadap perbuatan bertemu dengan ketiadaan maksud terhadap akibat. Dalam doktrin pidana modern, situasi serupa dibahas melalui persoalan kesengajaan terhadap akibat dan batas antara kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, sehingga pembandingan keduanya perlu dilakukan pada tataran unsur, bukan label. [27:  Wirani Aisiyah Anwar, “HUKUMAN DAN KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI PELAKU EUTHANASIA: (KAJIAN HUKUM ISLAM),” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 2 (2018): 208–29, https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.619.] 

Alasan Penghapus Kesalahan dan Pembuktian
Alasan penghapus kesalahan menunjukkan konvergensi yang paling jelas bahwa Fikih jinayat tidak membebankan pertanggungjawaban pidana penuh kepada orang gila, anak yang belum balig, dan orang yang dipaksa, serta memberi ruang bagi kekhilafan dan kelupaan.[footnoteRef:28] Dalil yang sering dirujuk antara lain QS. al-Aḥzāb: 5 dan hadis tentang diangkatnya beban dari umat karena kekeliruan, kelupaan, dan keterpaksaan. Hukum pidana modern memuat gagasan yang sejalan melalui alasan pemaaf, misalnya keadaan mental tertentu, daya paksa, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dasar pemikirannya sama, yaitu bahwa pencelaan moral kehilangan landasan ketika pelaku tidak mampu atau tidak bebas memilih. [28:  A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari, “Sanksi Tindak Pidana Anak Perspektif Fiqh Jinayah Dan UU No. 11 Tahun 2012: Analisis Maṣlaḥah Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak,” Prosiding 1, no. 1 (2025): 1-`14, https://journal.insyaka.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1780.] 

Perbedaan baru tampak pada cara kedua tradisi memperlakukan beban pembuktian. Dalam hukum pidana modern, keadaan batin dibuktikan dengan menyimpulkannya dari fakta dan keadaan di sekitar perbuatan, di bawah asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa keraguan menguntungkan terdakwa (in dubio pro reo).[footnoteRef:29] Dalam fikih, kesengajaan dalam pembunuhan disimpulkan dari qarīnah, seperti jenis alat yang lazim mematikan atau cara perbuatan dilakukan, sedangkan kaidah syubhat mencegah penjatuhan hudud jika terdapat keraguan yang wajar. Kedua mekanisme mengakui keterbatasan pengadilan dalam membaca batin, dan keduanya memilih jalan yang berhati-hati. [29:  Tri Nugroho Akbar dan Hendra Hendra, “PENERAPAN ASAS IN DUBIO PRO REO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021): 86–98, https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189.] 

Pengecualian terhadap Asas Kesalahan
Kedua tradisi sama-sama memiliki ruang bagi pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya bertumpu pada kesalahan pribadi. Dalam hukum pidana modern, ruang itu berupa strict liability, vicarious liability, dan pertanggungjawaban korporasi. KUHP Nasional mengatur pertanggungjawaban korporasi secara eksplisit, dan penentuan "kesalahan" bagi korporasi memerlukan konstruksi tersendiri, misalnya melalui peran pengurus atau kebijakan korporasi.[footnoteRef:30]  [30:  Iluh Diah Karuni dan Tania Novelin, “KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 15, no. 11 (2025): 655–71, https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/764.] 

Dalam fikih, ruang yang mendekati adalah mekanisme 'āqilah pada pembayaran diyat, serta wilayah ta'zir dan siyāsah syar'iyyah yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengatur sanksi demi kemaslahatan.[footnoteRef:31] Fikih klasik pada umumnya tidak mengenal korporasi modern sebagai subjek hukum pidana, sehingga perluasan ke arah itu memerlukan ijtihad kontemporer yang harus diuji, bukan diasumsikan. Namun, logika pembatasan dapat dipelajari dari kedua sisi: pengecualian terhadap asas kesalahan harus ditentukan tegas, memiliki tujuan yang sah, dan tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. [31:  Candra Kiki dan Sahliah, “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TA’ZIR DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-HASYIMIYAH DARUL ULUM SIPAHO,” Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara 9, no. 1 (2026): 109–25, https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v9i1.6929.] 

Pemetaan Perbandingan
Ringkasan titik temu dan titik beda yang diuraikan di atas dapat dipetakan pada Tabel 1. Kedua tradisi paling dekat pada gradasi kesalahan dan alasan penghapus kesalahan, serta paling berjauhan pada pengecualian dan lapisan penilaian.[footnoteRef:32] Tabel ini adalah alat bantu analitis, bukan klaim kesetaraan antarkategori. [32:  Binziad Kadafi, Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan (Kepustakaan Populer Gramedia, 2023).] 

Tabel 1
Perbandingan Konsep Kesalahan dalam Dua Tradisi
	Aspek
	Mens rea (common law)
	Al-umūru bi maqāṣidihā

	Sifat
	Doktrin yuridis-pidana tentang unsur subjektif
	Kaidah fikih umum lintas bidang (ibadah, muamalah, jinayat)

	Dimensi penilaian
	Duniawi: dibuktikan di pengadilan
	Duniawi dan ukhrawi: hakim menilai indikasi lahir, niat dinilai Allah

	Gradasi kesalahan
	Purposely, knowingly, recklessly, negligently (Model Penal Code); dolus dan culpa (kontinental)
	'Amd, syibh al-'amd, khaṭa'

	Pembuktian
	Inferensi dari fakta dan keadaan
	Qarīnah, seperti jenis alat; kehati-hatian melalui syubhat pada hudud

	Akibat tanpa kesengajaan
	Kealpaan dipidana hanya jika ditentukan tegas (Pasal 36 ayat (2))
	Diyat dan kafarat, dengan mekanisme 'āqilah dalam doktrin klasik

	Pengecualian asas kesalahan
	Strict liability dan vicarious liability
	Ruang ta'zir dan siyāsah syar'iyyah



Implikasi bagi KUHP Nasional dan Qanun Jinayat
Bagi penafsiran KUHP Nasional, perbandingan ini menghasilkan tiga implikasi. Pertama, rumusan kesengajaan pada Pasal 36 ayat (1) memerlukan elaborasi tingkat dan objeknya. Fikih melalui kategori syibh al-'amd mengingatkan bahwa kesengajaan terhadap perbuatan dan kesengajaan terhadap akibat adalah dua hal yang dapat berpisah. Pembedaan ini sejalan dengan kebutuhan doktrin modern untuk memerinci apakah pelaku menghendaki akibat, mengetahui kemungkinannya, atau hanya mengabaikan risikonya.[footnoteRef:33] Kedua, ketentuan bahwa kealpaan hanya dipidana jika ditentukan tegas (Pasal 36 ayat (2)) sejalan dengan semangat kehati-hatian dalam fikih. Dalam fikih, kesalahan tanpa maksud pada umumnya tidak dijawab dengan hukuman pokok, tetapi dengan kewajiban ganti rugi dan kafarat.[footnoteRef:34] Ketiga, terhadap ketentuan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pertanggungjawaban pengganti yang diperbolehkan KUHP Nasional dalam hal ditentukan undang-undang, kaidah niat dan teori maqāṣid menyediakan pertanyaan evaluatif, yakni apakah pembebanan itu diperlukan untuk melindungi kepentingan yang penting dan apakah beban yang ditimpakan proporsional. [33:  Ikhsanul Anwar, DOKTRIN ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA, t.t.]  [34:  Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi,” Muslim Heritage 5, no. 1 (2020): 1–26, https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959.] 

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur jarimah seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah, sedangkan pembunuhan berada di luar cakupannya.[footnoteRef:35] Karena itu, pembahasan syibh al-'amd dan 'āqilah dalam artikel ini bersifat konseptual dan komparatif, bukan uraian tentang hukum yang berlaku di Aceh. Relevansi langsungnya terhadap qanun terletak pada jarimah yang rumusannya mensyaratkan kesengajaan dan pada prinsip kehati-hatian pembuktian. Pada titik inilah bahasa fikih tentang niat dan syubhat dapat dipertemukan dengan bahasa hukum nasional tentang kesengajaan dan keraguan. Perbandingan ini berfungsi sebagai bahan argumen komparatif, bukan sebagai sumber langsung penafsiran Pasal 36 KUHP Nasional. [35:  Syahrul dan Mukhtaruddin, “Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia,” Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 4, no. 2 (2022): 95–110, https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959.] 

Studi Kasus: Kritik terhadap Penerapan Legal Maxim dalam Model Sintesis Hukum Pidana Modern
Bagian ini menguji kerangka asimetri yang diusulkan di atas pada tiga perkara. Yang diuji adalah model sintesisnya apakah konvergensi mens rea dan al-umūru bi maqāṣidihā pada tataran prinsip masih bertahan ketika dioperasikan oleh pengadilan dan pembentuk undang-undang. Tiga perkara dipilih karena masing-masing menguji satu dimensi analisis yang telah dipetakan, yaitu pembuktian keadaan batin (perkara Jessica Kumala Wongso), pengecualian terhadap asas kesalahan (perkara PT Kallista Alam), dan hubungan antara niat dan mekanisme pemaafan (perkara Muhammad Wasim di Pakistan). Ketiganya diputus sebelum KUHP Nasional berlaku, sehingga berfungsi sebagai uji tekan atas model, bukan sebagai penerapan Pasal 36. Analisis bertumpu pada nomor putusan dan sumber sekunder yang dapat ditelusuri, dan belum membaca seluruh berkas perkara.
Perkara 1: Pembuktian Niat melalui Alat Bukti Petunjuk (Jessica Kumala Wongso)
Wayan Mirna Salihin meninggal pada Januari 2016 setelah meminum kopi di sebuah kafe di Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP lama) dan menjatuhkan pidana penjara 20 tahun, dan putusan itu bertahan hingga tingkat kasasi.[footnoteRef:36] Karena tidak ada saksi yang melihat peracunan, kesengajaan dan perencanaan disimpulkan dari rangkaian keadaan, yakni alat bukti petunjuk. Sumber sekunder mencatat bahwa pembuktiannya diperdebatkan, antara lain karena tidak dilakukan autopsi penuh, hasil pemeriksaan sampel lambung yang dipersoalkan, dan rekaman kamera pengawas yang menjadi bahan tafsir. [36:  Pratowo B.s dan Three Putro, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor : 464 K PID/2018)” (Thesis, 2025), http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4355.] 

Perkara ini menguji klaim konvergensi pada sikap hati-hati dalam pembuktian. Doktrin mens rea menuntut keadaan batin dibuktikan hingga tidak ada keraguan yang wajar, tetapi tidak menyediakan ukuran seberapa kuat inferensi dari keadaan lahir yang cukup. Kaidah niat dalam fikih pun hanya menyediakan qarīnah sebagai sarana, sedangkan kehati-hatian melalui syubhat secara klasik dirumuskan untuk hudud dan oleh sebagian ulama diperluas ke qisas.[footnoteRef:37] Kritik pertama terhadap model sintesis muncul di sini. Kedua tradisi sama-sama mengakui bahwa batin hanya dapat disimpulkan, tetapi kesamaan pengakuan itu tidak otomatis menghasilkan standar inferensi yang sama atau yang memadai. Selama model berhenti pada pernyataan bahwa kedua tradisi "berhati-hati", perkara seperti ini dapat dibaca mendukung kedua pihak: pembela menekankan keraguan, penuntut menekankan rangkaian petunjuk. Model memerlukan syarat yang operasional, misalnya bahwa petunjuk harus saling bersesuaian dan bahwa hipotesis alternatif yang masuk akal, seperti sebab kematian lain, telah disingkirkan melalui pemeriksaan yang memadai. Penilaian benar atau tidaknya putusan berada di luar lingkup kajian ini. Yang ditunjukkan di sini hanyalah bahwa model belum menyediakan alat untuk menilainya. [37:  Hasan Bisri dkk., Legal maxim perspektif qawaid al-fiqhiyyah (PT. Atha Publishing Globalindo, 2026).] 

Perkara 2: Tanggung Jawab Tanpa Kesalahan di Aceh (PT Kallista Alam)
Perkara PT Kallista Alam menyangkut kebakaran lahan gambut di kawasan Rawa Tripa, Aceh, yang digugat Pemerintah secara perdata. Dalam putusan tanggal 28 Agustus 2015, Mahkamah Agung menguatkan kewajiban perusahaan membayar ganti rugi materiil Rp114.303.419.000 dan biaya pemulihan lingkungan Rp251.765.250.000, atau sekitar Rp366 miliar, atas dasar tanggung jawab mutlak (strict liability) menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 88)[footnoteRef:38]. Dalam pertimbangannya, kesalahan tidak perlu dibuktikan secara tersendiri, dan terjadinya kebakaran di lahan yang dikuasai tergugat dipandang cukup. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Meulaboh sempat membatalkan putusan Mahkamah Agung tersebut, tetapi putusan pengadilan itu kemudian dibatalkan sehingga kewajiban sekitar Rp366 miliar tetap berlaku, sebagaimana dilaporkan media. [38:  Novita Regina Br Tarigan, “Analisis Ganti Kerugian Atas Kerusakan Hutan Perspektif Hukum Perdata (Studi Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera)” (Universitas Medan Area, 2026), https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/30423.] 

Perkara ini perdata, sehingga tidak langsung menguji Pasal 36. Ia tetap relevan karena menunjukkan bentuk paling murni dari pengecualian terhadap asas kesalahan dan terjadi di wilayah yang menerapkan Qanun Jinayat.[footnoteRef:39] Model sintesis dalam artikel ini mengusulkan kaidah niat sebagai tolok ukur evaluatif atas pengecualian tersebut, dan perkara ini mengungkap kelemahan usulan itu. Kaidah niat tidak relevan bagi tanggung jawab semacam ini, karena fikih sendiri memisahkan sanksi pidana yang peka terhadap niat dari tanggungan ganti rugi (ḍamān) yang tidak peka terhadap niat, sebagaimana tercermin pada kaidah al-mubāshir ḍāmin wa in lam yata'ammad dan lā ḍarar wa lā ḍirār dalam Majallat al-Aḥkām al-'Adliyyah. Dengan kata lain, pembebanan ganti rugi tanpa pembuktian kesalahan tidak bertentangan dengan fikih, dan kaidah niat tidak dapat dipakai untuk menolaknya. Yang dapat menilainya adalah teori maqāṣid, yakni pertanyaan tentang kepentingan yang dilindungi, seperti kelestarian lingkungan yang dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ an-nafs), dan tentang proporsionalitas beban. Kritik kedua terhadap model adalah bahwa ia harus membedakan dua jenis pengecualian tanggung jawab perdata atau administratif tanpa kesalahan, yang lazim dalam fikih dan dapat dibenarkan oleh maqāṣid, dan pemidanaan tanpa kesalahan, yang menyentuh inti maksim mens rea dan karenanya memerlukan ujian paling ketat. Tanpa pembedaan ini, usulan menjadikan kaidah niat sebagai tolok ukur seluruh strict liability terlalu luas.[footnoteRef:40] [39:  Nurul Etika, Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah (Penerbit A-Empat, 2024).]  [40:  Resky Karty Kahar, “Kajian Lex certa Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang Obstruction of justice Perspektif Istihsan Istihnā’i” (sarjana, IAIN Parepare, 2025), https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11146/.] 

Perkara 3: Niat sebagai Gerbang Pemaafan (Muhammad Wasim v. The State)
Perkara ini menyangkut pembunuhan Qandeel Baloch oleh saudara laki-lakinya di Pakistan. Menurut Tahir, Pakistan mengubah hukum pidananya pada 2016 agar pembunuhan atas nama kehormatan tidak berakhir hanya karena pemaafan ahli waris dalam rezim qisas dan diyat, yakni dengan memberi pengadilan kewenangan menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup meskipun ada pemaafan. Pada Februari 2022, Lahore High Court membebaskan Wasim karena penuntut tidak berhasil membuktikan bahwa pembunuhan itu dilakukan atas nama kehormatan, dan karena orang tua telah memaafkan, perkara dapat diakhiri melalui perdamaian.[footnoteRef:41] [41:  Zul Khaidir Kadir, “Kehormatan Sebagai Motif: Narasi Yudisial Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Kehormatan Qandeel Baloch,” Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 4 (2026): 5054–67, https://doi.org/10.63822/0062cr38.] 

Perkara ini menguji hubungan niat dengan akibat hukum, yakni niat khusus bertindak "atas nama kehormatan", tidak lagi sekadar unsur kesalahan, tetapi gerbang yang menentukan apakah pemaafan privat dapat menghentikan perkara. Beban membuktikan motif ada pada penuntut, dan kegagalan membuktikannya membuka jalan keluar yang justru hendak ditutup oleh pembentuk undang-undang. Kritik ketiga terhadap model sintesis adalah bahwa memasukkan gagasan niat ke dalam kode pidana modern tanpa memperhitungkan arsitektur kelembagaan dapat menghasilkan hasil yang berlawanan dengan tujuan maqāṣid itu sendiri. Dalam rezim qisas dan diyat, hak menuntut atau memaafkan berada pada ahli waris korban, sedangkan hukum pidana modern menempatkan negara sebagai pihak yang berkepentingan atas pemidanaan. Ketika niat dijadikan syarat pada mekanisme yang pada dasarnya privat, pembuktian batin menjadi penentu nasib perkara, sehingga perlindungan jiwa yang menjadi tujuan syariat bergantung pada keberhasilan membuktikan niat.[footnoteRef:42] Pelajaran ini relevan bagi Indonesia, karena KUHP Nasional mengenal pemaafan oleh hakim (rechterlijk pardon) yang ditempatkan pada kewenangan hakim, bukan pihak privat. Pembacaan kajian ini adalah bahwa pemaafan yang berada di tangan hakim lebih mudah dikendalikan oleh asas kesalahan dan tujuan pemidanaan. [42:  Umar Sulaiman Asyqar, Fiqih niat (Gema Insani, 2006).] 

Sintesis Kritik terhadap Model
Tabel 2 meringkas apa yang diuji tiap perkara dan kritik yang dihasilkannya. Keempat kritik berikut tidak membantah temuan utama tentang konvergensi prinsip, tetapi membatasi klaim bahwa konvergensi itu dapat dioperasikan begitu saja.
Tabel 2
Ringkasan Studi Kasus dan Kritik terhadap Model Sintesis
	Perkara
	Dimensi yang diuji
	Temuan
	Kritik terhadap model

	Jessica Kumala Wongso
	Pembuktian keadaan batin
	Kesengajaan dan perencanaan disimpulkan dari alat bukti petunjuk; pembuktiannya diperdebatkan
	Konvergensi pada kehati-hatian belum menghasilkan standar inferensi yang operasional

	PT Kallista Alam
	Pengecualian terhadap asas kesalahan
	Tanggung jawab mutlak perdata sekitar Rp366 miliar tanpa pembuktian kesalahan
	Kaidah niat tidak relevan bagi ḍamān; model harus membedakan pengecualian perdata dan pidana

	Muhammad Wasim v. The State
	Niat dan mekanisme pemaafan
	Pembuktian motif menentukan apakah pemaafan privat dapat menghentikan perkara
	Gagasan niat tanpa pemeriksaan kelembagaan dapat berbalik melawan tujuan maqāṣid



Pertama, kritik inferensial yaitu model belum menetapkan standar pembuktian batin, sehingga "kehati-hatian" tetap berupa slogan. Kedua, kritik cakupan yaitu kaidah niat berlaku bagi pemidanaan, bukan bagi ḍamān, sehingga ujian atas tanggung jawab perdata atau administratif tanpa kesalahan harus memakai maqāṣid dan proporsionalitas. Ketiga, kritik kelembagaan maksim bekerja di dalam arsitektur institusi, dan ketika dipindahkan tanpa memeriksa siapa yang menguasai akibat hukum (negara, hakim, atau pihak privat), ia dapat menghasilkan celah. Keempat, kritik retoris legal maxim berisiko dipakai sebagai label legitimasi, bukan alat uji. Husak mengingatkan bahwa perluasan pertanggungjawaban dapat mengikis asas kesalahan apabila tidak dibatasi syarat yang ketat, sehingga "bahasa bersama" antara fikih dan hukum nasional harus diuji dengan pertanyaan operasional, bukan hanya dengan kesamaan istilah.
Kaidah niat tidak lagi diusulkan sebagai tolok ukur seluruh pengecualian terhadap asas kesalahan, melainkan hanya bagi pemidanaan pembebanan pidana tanpa kesalahan harus ditolak atau dibatasi ketat karena menyentuh inti keadilan pemidanaan.[footnoteRef:43] Untuk tanggung jawab perdata atau administratif tanpa kesalahan, ujian yang tepat adalah maqāṣid dan proporsionalitas. Model juga perlu menambahkan dua syarat, yaitu standar inferensi yang operasional atas keadaan batin dan pemeriksaan atas siapa yang menguasai akibat hukum. Studi kasus ini memiliki batas hanya tiga perkara, satu di antaranya perdata dan satu berasal dari yurisdiksi asing, seluruhnya diputus sebelum KUHP Nasional berlaku, dan bertumpu pada sumber sekunder. Temuannya bersifat ilustratif dan belum dapat digeneralisasi. [43:  Dr Ir Agus Wibowo MM M. Kom, M. Si, PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA (yayasan penerbit, 2026).] 

Kontribusi terhadap Kajian
Secara teoretis, kajian ini menawarkan kerangka asimetri mens rea sebagai instrumen teknis-prosedural, al-umūru bi maqāṣidihā sebagai prinsip etis-teleologis. Kerangka ini mengoreksi kecenderungan menyamakan keduanya secara longgar, sekaligus membuka kemungkinan saling melengkapi. Dalam teori maqāṣid, hukum dipahami sebagai sistem tujuan, bukan sekadar kumpulan aturan. Dalam pembacaan ini, kaidah niat dapat berfungsi sebagai tolok ukur evaluatif untuk menilai pengecualian terhadap asas kesalahan, yaitu apakah suatu strict liability melindungi kepentingan yang dijaga syariat, seperti jiwa dan akal, dan apakah pembebanannya proporsional.[footnoteRef:44] Gagasan ini bersifat usulan konseptual dan masih perlu diuji. Studi kasus pada bagian sebelumnya mempersempit usulan ini pada pemidanaan tanpa kesalahan. [44:  Hasan Bisri dkk., Legal maxim perspektif qawaid al-fiqhiyyah (PT. Atha Publishing Globalindo, 2026).] 

Secara praktis, kerangka tersebut membantu menafsirkan Pasal 36 KUHP Nasional, terutama dalam menimbang batas kealpaan yang dapat dipidana dan pembuktian keadaan batin. Bagi penerapan Qanun Jinayat di Aceh (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), perbandingan ini menyediakan bahasa bersama antara fikih dan hukum nasional, sehingga harmonisasi tidak berhenti pada kesamaan istilah.
Faktor yang Memengaruhi Hasil
Beberapa faktor mendukung ekspektasi awal. Pertama, intuisi moral tentang kesalahan bersifat lintas budaya, sehingga kedua tradisi sampai pada rumusan yang mirip.[footnoteRef:45] Kedua, kodifikasi eksplisit asas kesalahan dalam KUHP Nasional membuat perbandingan lebih mudah dibanding saat asas itu hanya implisit.[footnoteRef:46] Ketiga, fikih memiliki gradasi kesengajaan yang terperinci dan mudah dipetakan pada kategori dolus dan culpa. [45: Hart (1968), Punishment and responsibility; Duff (2007), Answering for crime.]  [46:  Assoc Prof Dr KMS Herman M.Si S. H. ,. M. H., PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN KODIFIKASI (Global Kreatif Media, 2026).] 

Sejumlah temuan justru berseberangan dengan ekspektasi. Pertama, hukum pidana Islam kerap dianggap lebih formalistik dan berfokus pada perbuatan lahiriah, padahal analisis menunjukkan peran niat yang sentral, termasuk dalam pembedaan jenis pembunuhan. Kedua, padanan antarkategori tidak persis. Syibh al-'amd tidak identik dengan manslaughter atau recklessness, dan mazhab fikih tidak seragam tentangnya. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali pada umumnya mengakui pembagian 'amd, syibh al-'amd, dan khaṭa', sedangkan Imam Malik dikenal tidak mengakui syibh al-'amd sebagai kategori tersendiri, kecuali dalam keadaan tertentu. Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh mazhab sepakat tentang keberadaannya. Ketiga, kaidah idra'ū al-ḥudūd bi asy-syubuhāt menunjukkan bahwa dalam perkara hudud kehati-hatian pembuktian dapat lebih menentukan daripada penilaian niat, sehingga kaidah niat tidak bekerja seragam di seluruh jenis jarimah. Keempat, kebijakan pidana modern, seperti pertanggungjawaban korporasi dan pelanggaran regulatif, mendorong pemidanaan menjauh dari kesalahan subjektif, termasuk dalam KUHP Nasional.[footnoteRef:47] [47:  Januar Agung Saputera dkk., “REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL: TELAAH KRITIS ATAS UU NO. 1 TAHUN 2023 DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN,” The Juris 9, no. 2 (2025): 388–94, https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750.] 

KESIMPULAN
Artikel ini bertujuan membandingkan maksim actus non facit reum nisi mens sit rea dengan kaidah al-umūru bi maqāṣidihā dalam kerangka kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Simpulan berikut disusun mengikuti tiga tujuan khusus yang dirumuskan di bagian pendahuluan.
1.	Pemetaan konsep (tujuan pertama). Mens rea adalah doktrin yuridis-teknis yang bergradasi (purposely, knowingly, recklessly, negligently) dan dibuktikan melalui inferensi atas fakta. Al-umūru bi maqāṣidihā adalah kaidah umum penilaian amal yang dalam fikih jinayat terwujud pada gradasi 'amd, syibh al-'amd, dan khaṭa'.[footnoteRef:48] Pasal 36 KUHP Nasional kini mengodifikasi asas kesalahan dengan dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kealpaan. [48: Audah (1992), Al-tashrī' al-jinā'ī al-Islāmī muqāranan bi al-qānūn al-waḍ'ī.] 

2.	Titik temu dan titik beda (tujuan kedua). Keduanya bertemu pada gagasan bahwa pemidanaan memerlukan kesalahan batin, pada pengakuan alasan penghapus kesalahan, dan pada sikap hati-hati dalam pembuktian. Keduanya berbeda pada fungsi: mens rea bersifat teknis-prosedural, sedangkan kaidah niat bersifat etis-teleologis dan berdimensi ukhrawi. Padanan antarkategori juga tidak persis. Syibh al-'amd tidak dapat disamakan dengan kealpaan, dan mazhab fikih tidak seragam mengenainya.
3.	Relevansi bagi hukum Indonesia (tujuan ketiga). Kaidah niat berpotensi menjadi tolok ukur evaluatif atas pengecualian terhadap asas kesalahan, seperti strict liability dan pertanggungjawaban korporasi, dengan menguji apakah pembebanannya melindungi kepentingan yang dijaga syariat dan proporsional. Gagasan ini masih berupa usulan konseptual, dan studi kasus menunjukkan bahwa usulan itu perlu dipersempit pada pemidanaan, sedangkan tanggung jawab perdata tanpa kesalahan diuji dengan maqāṣid dan proporsionalitas. Di Aceh, perbandingan ini dapat menjadi bahasa bersama antara fikih dan hukum nasional.
Benang merah ketiganya menjawab persoalan awal: kedua kaidah tidak ekuivalen, tetapi konvergen pada prinsip bahwa kesalahan batin adalah syarat keadilan pemidanaan.
Rekomendasi dan Penutup
Secara akademik, penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini pada data empiris, yakni putusan pengadilan sejak 2026 tentang kealpaan, kesalahan korporasi, dan pembuktian kesengajaan, serta melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan hakim Mahkamah Syar'iyah. Perbandingan antarmazhab, khususnya tentang syibh al-'amd, dan uji kerangka maqāṣid pada delik tertentu seperti kelalaian medis juga layak dilakukan.
Secara praktis, aparat penegak hukum disarankan menguraikan unsur batin secara eksplisit dalam dakwaan dan putusan, tidak berhenti pada label sengaja atau alpa. Pembentuk undang-undang disarankan membatasi pertanggungjawaban tanpa kesalahan pada hal yang jelas ditentukan dan dapat dibenarkan secara proporsional, serta konsisten menjaga syarat kealpaan hanya dipidana jika secara tegas diatur. Untuk Aceh, pelatihan lintas disiplin dan pedoman padanan istilah fikih dan hukum nasional dapat mengurangi kesalahpahaman.
KUHP Nasional baru mulai berlaku, sehingga tafsir atas kesalahan masih terbuka dibentuk. Pembaca, baik akademisi maupun praktisi, diajak bertanya setiap kali pidana dijatuhkan: apa yang sebenarnya ada di batin pelaku, bagaimana hal itu dibuktikan, dan apakah hukuman itu adil bagi orang yang dipidana. Pertanyaan itu layak terus diuji dengan data yang lebih kuat.
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Abstrac t   This article compares the common law maxim actus non facit reum nisi mens sit rea with the Islamic  legal maxim al - umūru bi maqā ṣ idihā in the context of fault and criminal liability. The comparison is  timely following the entry into force of Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code) on 2  January 2026, whose Article 36 codifies the principle of no punishment without fault thr ough  intention and negligence, while Aceh applies Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. This is  qualitative normative legal res earch using statutory, conceptual, and functional comparative  approaches, with data obtained through library research on primary and secondary legal materials.  The findings show that the two maxims are not equivalent but converge on the principle that a  cu lpable mental state is a prerequisite for just punishment. They meet on gradations of fault, the  recognition of excusing conditions, and caution in proof. They differ in function: mens rea is a  technical - procedural doctrine proven by inference from facts,  whereas the maxim on intention is an  ethical - teleological principle with both worldly and otherworldly dimensions. Equivalence between  categories is also imprecise; for example, syibh al - 'amd cannot simply be equated with negligence.  The maxim on intention   may serve as an evaluative benchmark for exceptions to the fault principle,  such as strict liability and corporate liability, as a conceptual proposal that still requires testing.   Keywords:  Mens Rea, Al - Umūru bi Maqā ṣ idihā, Criminal Liability, National Criminal Code, Islamic  Criminal Law   Abstrak     Penelitian ini membandingkan maksim common law actus non facit reum nisi mens sit rea dengan  kaidah fikih al - umūru bi maqā ṣ idihā dalam kerangka kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.  Pembahasan ini mendesak setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) pada 2  Januari 2026, yang dalam Pasal 36 mengodifikasi asas tiada pidana tanpa kesalahan melalui  kesengajaan dan  kealpaan, sementara Aceh menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati f kualitatif dengan pendekatan 
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